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ABSTRAK 

Sistem pengendalian internal (SPI) memiliki peran penting bagi setiap instansi 

guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) wajib diimplementasikan dilingkup Instansi Pemerintah. 

Penerapan SPI diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan instansi yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakan penelitian ini 

yakni Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada pembayaran pajak hotel yang 

dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Sleman. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kelengkapan SPI dalam pembayaran pajak hotel sudah berjalan dengan baik. 
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Namun pada unsur lingkungan pengendalian dan unsur pemantauan masih perlu 

diperhatikan kembali.  

 

Kata kunci: SPI, Sistem Pengendalian Internal, Pembayaran Pajak Hotel, BKAD. 

 

ABSTRACK 

Internal Control System (SPI) has an important role for each agency to 

provide adequate confidence in achieving organizational goals. Government 

Regulation (PP) No. 60 of 2008 on Government Internal Control System (SPIP) must 

be implemented in governmental scope of institution. This SPI implementation is 

expected to minimize the risk that can hamper the achievement of the objectives of the 

institution that has been set. The purpose of this study was to evaluate for Internal 

Control System (SPI) of hotel tax collection in BKAD of Sleman. The type of this 

research was qualitative data research with a descriptive approach. Data collection 

technique used interviews. The results show that the completeness of SPI in hotel tax 

collection has been running well, however the elements of the control environment 

and monitoring elements still needs  more paid attention. 

 

Keywords: Internal Control System, Payment of Hotel Tax, BKAD. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai daerah otonom, kabupaten atau kota mempunyai kewenangan pada 

daerah masing-masing guna mengolah potensi serta sumber daya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Pada 1 Januari 2001, otonomi daerah secara resmi mulai 

diterapkan. Sumber penerimaan pemerintah daerah diantaranya melalui pajak daerah, 

yang dapat diartikan sebagai pajak dipungut Pemerintah Daerah baik pada pajak 

provinsi serta pajak kabupaten/kota guna menanggung biaya masing-masing daerah 

(Resmi, 2013). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor pajak 

daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang paling penting guna membantu 

kelancaran pembangunan daerah. 

Pajak sebagai salah satu faktor penerimaan non migas yang mempunyai 

kontribusi terbesar saat ini, baik pajak yang dipungut Pemerintah Daerah maupun 

oleh Pemerintah Pusat. Pajak juga sebagai aset yang paling penting bagi negara 

sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan tidak bergantung dari 

pihak luar, baik bantuan berupa utang atau pinjaman, maupun hibah dari negara lain.  

Potensi pariwisata menjadi salah satu penunjang peningkatan penerimaan dari 

sektor pajak. Setelah Pulau Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk tempat 

tujuan wisata paling banyak dikunjungi. Melihat potensi bisnis yang terbuka lebar, 

hal ini menjadikan Kota Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman diminati oleh 

para pemilik usaha lokal maupun para pemilik usaha yang berasal dari luar Kota 

Yogyakarta. Pesatnya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kota 

Yogyakarta menjadi tujuan wisatawan turis lokal maupun asing yang memanfaatkan 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



 
 

fasilitas hotel yang tersedia. Hal tersebut juga berdampak dengan meningkatnya 

penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman.  

Banyaknya sumber pendapatan di daerah yang harus dikelola, maka pemerintah 

daerah membentuk organisasi pelaksana yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah 

(BKAD). Pelaksanaan sistem pembayaran pajak hotel terdiri dari rangkaian kegiatan 

yang saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Prosedur 

tersebut rawan terjadi penyimpangan, maka guna mengontrol seluruh kegiatan yang 

berjalan diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dalam pembayaran pajak 

hotel. Sistem pengendalian internal yang baik mampu memberikan kepastian 

terhadap masyarakat bahwa pembayaran pajak hotel telah dilaksanakan sesuai 

peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pajak daerah dianggap penting 

karena mampu memberi jaminan pada jumlah penerimaan yang tepat serta terhindar 

dari adanya manipulasi pada jumlah penerimaan pajak. Sistem ini sangat diperlukan 

BKAD dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak daerah guna meminimalisir 

adanya kesalahan serta penyelewengan. Pentingnya peranan sistem pengendalian 

internal terhadap sistem pembayaran pajak di Kabupaten Sleman merupakan suatu 

tindakan guna meminimalkan penyelewengan yang mungkin terjadi.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Pajak 

 Pajak yaitu iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak pada negara guna 

kepentingan pemerintah serta kesejahteraan bagi masyarakat umum. Bagi pemerintah, 

pajak sebagai sumber dana serta pembangunan negara sarana pemerataan pendapatan. 

Manfaat pajak tidak secara langsung bisa dinikmati wajib pajak dikarenakan pajak 
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akan dipergunakan guna kepentingan umum. Masyarakat bisa menikmati efek dari 

pembangunan tersebut dalam jangka panjang. 

  Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib pada negara oleh Orang Pribadi atau Badan, 

bersifat memaksa berdasar Undang-Undang, tidak mendapatkan timbal balik secara 

langsung serta digunakan guna keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. 

Sistem Pengendalian Internal 

Berdasarkan Mulyadi (2013:164), pengertian sistem pengendalian internal 

yakni  metode, struktur organisasi, serta ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga 

kekayaan organisasi, memantau ketelitian serta kendala data akuntansi, mendorong 

kepatuhan kebijakan manajemen, serta mendorong efisiensi. Pengertian sistem 

pengendalian internal berdasarkan Krismiaji (2010:218) yakni rencana organisasi 

serta metode digunakan dalam melindungi aktiva serta menghasilkan informasi akurat 

juga terpercaya. 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan yakni menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian 

internal. Unsur-unsur SPI terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengawasan. 

Sumber Data 

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer. Data primer secara khusus 

dikumpulkan peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan 
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Supomo, 1999:147). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan pihak BKAD Kabupaten Sleman yang terkait mengenai sistem pengendalian 

internal terhadap pembayaran pajak hotel. 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan yakni metode analisis data kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Berdasar I Made Winartha (2006:155), metode analisis 

deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menganalisis, serta meringkas berbagai 

kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan, dapat berupa hasil 

wawancara ataupun pengamatan yang terjadi di lapangan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Unsur-Unsur Sistem 

Pengendalian Internal 

(PP No. 60 Tahun 2008)   

EVALUASI KETERANGAN 

1) Lingkungan 

Pengendalian   
  

a. Penegakan integritas dan 

nilai etika 

Sudah 

Sesuai 

Berpedoman pada strategi dari visi, 

misi dan tujuan BKAD Kabupaten 

Sleman serta menerapkan kedisiplinan.  

b. Pembentukan struktur 

organisasi sesuai dengan 

kebutuhan  

Belum 

Sesuai 

Adanya garis pada setiap wewenang 

dan tugas dalam struktur organisasi. 

Namun saat ini posisi Sekretaris 

sedang tidak ada yang menjabat. 

c. Kepemimpinan yang 

kondusif 

Sudah 

Sesuai 

Adanya interaksi yang baik antar 

pimpinan dengan para pegawai. 
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d. Penyusunan dan 

penerapan kebijakan yang 

sehat tentang pembinaan 

SDM 

Sudah 

Sesuai 

Adanya pemberian pelatihan khusus 

seperti diklat. 

2) Penilaian Risiko 

 

  

a. Identifikasi risiko 
Sudah 

Sesuai 

Diperlukan untuk pendeteksian dini 

menyangkut kemungkinan terjadinya 

resiko pada penerimaan pajak daerah.  

b. Analisis risiko  
Sudah 

Sesuai 

Menggunakan metode penilaian risiko 

yang sesuai dengan tujuan instansi 

pemerintah. 

3) Informasi dan 

Komunikasi 

Sudah 

Sesuai 

Tersedianya SIMPAD sebagai 

penunjang kinerja  

4) Aktivitas Pengendalian 
Sudah 

Sesuai 

Adanya pemisahan tugas serta 

dokumen dan catatan yang memadai. 

5) Pemantauan  
Belum 

Sesuai 

Belum terdapat petugas pengawasan 

khusus untuk memantau langsung ke 

lapangan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai evaluasi sistem pengendalian internal terhadap 

pembayaran pajak hotel didapatkan kesimpulan yaitu sistem pengendalian internal 

terhadap pembayaran pajak hotel pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di 

Kabupaten Sleman telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hanya saja dalam unsur 

lingkungan pengendalian dan unsur pemantauan masih perlu diperhatikan kembali. 
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Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempunyai keterbatasan. Berikut keterbatasan penelitian 

yang dilakukan: 

1. Pada penelitian ini hanya mengevaluasi sistem pengendalian internal di BKAD 

Kabupaten Sleman pada pembayaran Pajak Hotel saja, tidak menganalisis sistem 

pengendalian internal BKAD Kabupaten Sleman di keseluruhan bidang. 

2. Dalam penelitian ini hanya mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap 

pembayaran pajak hotel berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal. 

Unsur-unsur yang digunakan antara lain lingkungan pengendalian, unsur 

penilaian risiko, unsur aktivitas pengendalian, unsur informasi dan komunikasi, 

dan unsur aktivitas pengawasan. 

Saran 

Berdasar penelitian yang telah dilakukan maka dapat memberikan sejumlah saran 

yakni sebagai berikut: 

1. Dalam posisi Sekretaris di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman 

diusahakan untuk segera menemukan pengganti Sekretaris agar posisi Sekretaris 

tidak lagi kosong dan tidak ada yang merangkap tugas. 

2. Untuk pemantauan, BKAD Sleman segera menetapkan beberapa petugas 

pengawasan khusus guna mengawasi dan mengamati kejadian di lapangan agar 

lebih efektif. 

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat 

mempertahankan Sistem Pengendalian Internal yang telah baik tersebut. 
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4. Untuk peneliti berikutnya sebaiknya dapat mengevaluasi sistem pengendalian 

internal pada keseluruhan penerimaan pajak daerah, tidak hanya penerimaan pajak 

hotel saja. 
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